LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 12 TAHUN:2002 SERID: NOMOR:2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR3 T JN 2002

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

ENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. Bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, maka peiaksanaan Otonomi
Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab
sebagai ujud pelaksanaan deseniralisasi dalam
koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia di

..... g BN aleaain mdnaa Y mselan | oo e 2 - S
Daciah Kabupaten/ Kota peilu segera diwujudkai,

o

Bahwa schubungan dengan hal tersebut, maka
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1996 tentang







Meningat

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Kebumen periu ditinjau dan diatur kembali;

Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut
diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 13 lahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jjo. Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penclapan  Mulai  Berlakunya Undang-undang
Nomor 13 Tahun 1950;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor

100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ientang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomoi 60, Tambahan Lembaran Negaia

Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 ‘l'ahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pugat
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Dersih dan Debas
Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851 2
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1.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Oionom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
{(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
ientang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan dan Bentuk Rancangan Undang-
Jndang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 70);

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001

tentang Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah
Sakit Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2002 tentang Pedoman Susunan Crganisasi dan
‘l'ata Kerja Rumah Sakit Daerah;

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRDY
2001 icniang Peraiuran Tata Teritb Dewan
Perwakilan Rakyvat Daerah Kabupaten Kebumen.






Menetapkan

Dengan persetujuan
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KABUPATEN KERUMEN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGA-
NISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGE-
LOLAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
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BADI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;

2. Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten
Kebumen;

W

Bupati adalah Bupati Kebumen;

4. Sekretaris Daerah adalah Se

Kabupaicn Kebumen;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

6. Badan Pengeloiaan Rumah Sakit Umum Daerah
adalah Radan Pgngelnlaan Rumah Sakit TImum

w'isade Avirriiivas  asdvaARAv Lo iiavesaza

Daerah Kabupaten Kebumen,;
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Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum adalah Kepala Badan
Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil
Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah yang diberi hak dan
wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
bidang keahliannya masing-masing,.

RARTT

PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk susunan organisasi dan tata kerja

MNrednws Damaalilnne Daveannale Qal 24 T liaavsrae T A nwnle T alevsae nbnae T alezraes o
1adan rengeivlaan nuiman Saxit Ulliuii Daeran Kavupaten Kebumen.

BAB III
I, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian pertama
Kedudukan
a1 2
rasdai O
(1) Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah adalah unsur

Lembaga ‘L'eknis Daerah di bidang pelayanan kesehatan.

(2) Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang
Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
berianggungjawab kepada Bupaii melaiui Sekreiaris Dacrah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 4

(1) Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas
pokok meiaksanakan upaya pelayanan kesehaian secara berdaya guna






dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan,

pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu denga

n upaya

peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai

dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

o

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaks:

rat (1) pasal

ini, Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai

fungsi :
a. pelayanan medik;
b. pelavanan penunjang medik dan non medik;
c. pelayanan keperawatan
d. pelayanan rujukan;
¢. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
g

pelaksanaan administrasi umum dan  pertanggung
keuangan; :
pelayanan penunjang lainnya.

=

Jjawaban

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud
ayat (1) dan (2), Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah wajib
membuat dan menetapkan peraturan tertuiis yang memuat kebijakan

teknis dan operasional pelayanan dengan persetujuan Rupati.

IV e mem X s
Dagiaii SCliga
Susunan Organisasi
Pasal 5

(1) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum

Daerah terdiri dari :

Kepala;

Sekrelariai,

Bidang Pelayanan Medik;
Bidang Penunjang Medik;

oot e







¢. Bidang Keuangan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Radan Pengelolaan Rumah Sakit Umum

Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini
dan merupakan bagian vang tidak terpisahkan.

Pagal 6

g.?

Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas

pokok mengelola dan memimpin kegiaian Badan Pengelolaan Rumah
Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinva

PP NN e e naal

acuasahuaua tersebut di dalam Pasal 4.
Pasal 7

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengelola perencanaan dan
pemasaran, ketata usahaan dan keproiokolan, kepegawaian dan
hukum, kerumah tanggaan dan perlengkapan serta keamanan.

(2) Sekretariat  dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam
nelaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat mempunyai fungsi :
a. penyclenggaraan perencanaan dan pemasaran, evaluasi program

kegiatan rumah sakit;
b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian dan
hukum;

penyelenggaraan kerumah tanggaan dan perlengkapan;
d. penyelenggaraan ketata usahaan dan keprotokolan.

o






(4) Sekretariat terdin dari :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Pemasaran;
b. Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum;
¢. Sub Bagian Umum.

(5) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (4), dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Tugas-tugas Sub Bagian adaiah :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Pemasaran mempunyai tugas
mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan
program dan melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program
kegiatan, yang meliputi kebutuhan material, finansial, personal
dan pemasaran fungsi sosial rumah sakit;

b. Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas

menyeienggarakan analisis kebutuhan pegawai, administrasi
kepegawaian, penerimaan pegawai, mutasi pegawai, kesejahteraan
pegawai., perencanaan kegiatan dibidang hukum dan bantuan
hukum dibidang kesehatan;
Sub Bagian Umum mempuinyai tugas melaksanakan pengelolaan
kerumah tanggaan, kendaraan dinas, keamanan dan ketertiban,
informasi, keprotokolan, perpustakaan, surat menyurat, kearsipan
dan pengelolaan inventarisasi.

(¢

Pasal 8

(1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan,
mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan
pelayanan medik, asuhan keperawatan dan rekam medik.

(2) Bidang Pelayanan Medik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
Jjawab kepada Kepala Badan Pengeiolaan Rumah Sakit Umum Daerah.



P




(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang
Pelayanan Medik mempunyai fungsi :

> »
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perencanaan kegiatan dan kebutuhan bidang pelayanan medik;
pengkoordinasian kegiatan-kegiatan di bidang pelavanan medik;
pengawasan dan pengendalian pelayanan medik;

penyelenggaraan fasilitas perawatan rawat jalan;

penyelenggaraan fasilitas perawatan rawat inap;

pelaksanaan urusan administrasi dan registrasi pasien, rekam
medik, rujukan dan penyimpanan dokumen medik, surat
keterangan medik dan pelaporan;

pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien:
pelaksanaan asuhan keperawalan;

pelaksanaan tugas lain vang diberikan pimpinan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.

(4) Bidang Pelayanan Medik terdiri dari :

=2

o

Sub Bidang Rawat Inap;

Sub Bidang Rawat Jalan;

Sub Bidang Rekam Medik dan Rujukan;
Sub Bidang Keperawatan,

(5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (4), dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

‘ Pelayanan Medik.

(6) Tugas-tugas Sub Bidang :

d.

o

Sub Bidang Rawai Inap mcmpunycu iugas pokok menyeleng-
garakan kegiatan pelavanan rawat inap, rawat intensif (ICU),
bedah sentral, kamar bersalin dan kegiatan medico legal rawat
inap;

Sub Bidang Rawat Jalan mempunyai tugas pokok menyeleng-
garakan pelayanan rawat jalan, rawat darurat dan kegiatan mcdlco
legal rawat jalan;

=N
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Sub Bidang Rekam Medik dan Rujukan mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, menghimpun, memelihara, mensistema-
tisasikan pelaksanaan adminisirasi, registrasi pasien, catatan rekam
medik dan menyelenggarakan pelaksanaan rujukan;

Sub Bidang Keperawatan mempunyai tugas pokok menyeleng-
garakan, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan pelaksa-
naan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan di rawat jalan, rawat

darurat, rawat inap, rawat intensif, bedah sentral, kamar bersalin.

Pasal 9

(1) Bidang Penuniang Medik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan,
mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan
pelayanan penunjang medik langsung, penunjang medik tak langsung
dan pendidikan, penelitian, evaliasi mutu pelayanan medik

(2) Bidang Penunjang Medik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang
daiam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud avat (1),
Bidang Penunjang Medik mempunyai fungsi :

a.

b.

pengkoordinasian pelayanan penunjang medik langsung dan
penunjang medik tidak langsung;

pemantauan dan pengawasan penggunaan peralatan medik dan
penunjang medik;

perencanaan kegiaian dan kebuiuhan bidang pelayanan penunjang
medik langsung dan penunjang medik tidak langsung;

perencanaan dan penyelenggaraan evaluasi mutu pelayanan medik;
perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan sumber
daya manusia untuk pengembangan dan peningkatan mutu
pelayanan medik/penunjang medik;

perencanaan  dan  penyelenggaraan penyuluhan  kesehatan
masyarakat;
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pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.

idang Penunjang Medik terdiri dari :

S-l_;I;J“Bidmg Penunjang Medik Langsung;
Sub Bidang Penunjang Medik Tidak Langsung;
Sub Bidang Pendidikan, Penelitian dan Evaluasi.

Aagino-magina Sub Ridano sebacaimana dimakend avat (4) dinimnin
6 A LA b L L s MNwy \
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oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang dalam melaksanakan tugasnya
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang
Medik.

L o
i
a.

P

soadsRigas Sk Nidans »
gas-tugas ouv 1idang !

Sub Bidang Penunjang Medik Langsung mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan
pelaksanaan kegiatan penunjang medik langsung;

Sub Bidang Penunjang Medik Tidak Langsung mempunyai tugas
pokok menyeienggarakan, mengatur, mengendaiikan,
mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penuniang medik tidak
langsung;

Sub Bidang Pendidikan, Penelitian dan Evaluasi mempunyai tugas
pokok merencanakan menyelenggarakan, mengatur,
mengendalikan, mengkoordinasikan  pelaksanaan  kegiatan
penelitian, evaluasi mutu pelayanan medik dan penunjang medik,
pendidikan, peiatihan sumber daya manusia daiam rangka
peningkatan dan pengembangan muti pelavanan medik dan
penunjang medik, seria  melaksanakan penyuluhan keschaian
masyarakat.

™ 11N
rasai iv

Bidang Keuangan mempunyai tugas pokok memimpin dan meng-

koordinasikan penyeclenggaraan penyusunan anggaran dan mobilisasi
dana, verifikasi dan akuntansi serta perbendaharaan.
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(2) Bidang Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Bidang
Keuangan mempunyai fungsi :

pelaksanaan penyusunan anggaran dan mobilisasi dana;,

pelaksanaan verifikasi dan akuntansi;

pelaksanaan perbendaharaan;

pengkoordinasian pelaksanaan anggaran dan mobilisasi dana,

verifikasi dan akutansi serta perbendaharaan;

¢. pembinaan lerhadap penyclenggaraan anggaran dan mobilisasi

dana, verifikasi dan akuntansi serta perbendaharaan;

pengawasan dan cvaluasi tethadap pengelolaan anggaran dan

mobilisasi dana, verifikasi dan akuntansi serta perbendaharaan;

g pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas
pokok dan fungsi.

oo T e
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{4) Bidang Keuangan terdiri dari :
a. Sub Bidang Anggaran dan Mobilisasi Dana;
b. Sub Bidang Verifikasi dan Akuntansi;
¢. Sub Bidang Perbendaharaan.

(5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (4), dipimpin
oleh secrang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Keuangan.

(6) Tugas-tugas Sub Bidang :

a. Sub Didang Anggaran dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas
pokok menyelenggarakan penyusunan anggaran, perubahan
anggaran, mobilisasi dana dan pertanggung jawaban keuangan;

b. Sub Bidang Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas pokok
menvelenggarakan pemeriksaan dan penelitian setiap penerimaan

dan pengeluaran keuangan seria pembukuan keuangan;
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¢. Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok menyeleng-
garakan tata usaha keuangan dan pengelolaan perbendaharaan
rumah sakit.

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala
Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri
dari sejumlah tenaga dalam jenjang iabatan fungsional yang terbagi

dalam kelompok sesuai dengan bidangnya. o

(3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (2), dipimpin oleh
tenaga fungsional senior, yang ditunjuk langsung oleh pejabat yang
berwenang, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawa
kepada Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah.

(4) Jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pada Badan Pengelolaan Rumah
Sakit Umum Daerah, dibentuk Instaiasi, Komite Medis dan Komite

Keperawatan.

(2) Pembentukan Instalasi Komite Medis dan Komite Keperawatan
sebagaimana tersebut pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
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Pasai 13

(1) Dewan Penyantun adalah kelompok Pengarah/Penasehat yang keang-
gotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat
dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

(2) Dewan Penyantun mengarahkan Kepala Badan Pengelolaan Rumah
Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan misi Rumah Sakit dengan
memperhatikan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah

(3) Dewan Penyantun sebagaimana tersebut ayat (1), ditetapkan oleh
Bupaii uniuk masa kerja 3 ( tiga ) tahun.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 14

(1) Badan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah mempunyai hubungan
koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan.

(2) Dalam melaksanakan tugasiya, Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan
Fungsional  wajib menerapkan  prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi, simplifikasi secara vertikal dan horizontal, baik dj
lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai
dengan tugasnya.

(3) Seilap pimpinan saiuan organisasi  dalam lingkungan Badan
Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah, bertanggung jawab
memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (3),
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertangoungjawab
kepada atasannya serta melaporkan iepat pada waktunya.
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(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahannya wajib disusun dan dipergunakan sebagai bahan
penyusunan laporan lebih lanjut secara berjenjang.

Pasal 15

(1) Dalam hal Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah
berhalangan, Bupati menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang dalam
lingkungan Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai
pejabat yang menjalankan tugas Kepala.

(2) Apabila Sckrelaris atau Kepala Bidang dalam lingkungan Badan
Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah berhalangan, ditunjuk
pejabat lain untuk melaksanakan tugas.

BABV
KETENTUAN PERATTHAN
Pasal 16

Segala hak dan kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kebumen yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 18 Tahun 1996, yang belum
terselesaikan menjadi hak dan kewajiban Badan Pengelolaan Rumah Sakit
Umum Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
(1) Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati.
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(2) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1R
(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 18 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Organisasi dan lata Kerja Rumah Sakit Umum Daecrah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran daerah

Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 April 2002

BUPATI KEBUMEN,
t.t.d
RUSTRININGSIH

Diundangkan daiam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002
Nomor 12 Seri D Nomor 2 pada tanggal 4 April 2002.
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PENJELASAN
ATAS
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR. 3 - TAHUN 2002

TENTANG

|

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOEAAN-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN
PENJELASAN UMUM

Bahwa pembangunan keschatan sebagai salah satu upaya
Pembangunan Nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran,
kemauan dan kemampuan uniuk hidup sehat bagi setiap penduduk
agar dapat mewujudkan derajat kesehatan vang optimal dimana
Rumah Sakit sebagai bagian integral, mempuinyai posisi yang
sangat strategis dalam mewujudkan derajat kesechatan yang
optimal  bagi masyarakat, baik itu yang diupayakan melalui
pendekatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (Promotif),
pencegahan penyakit (Preventif), penyembuhan penyakit (Kuratif)
maupun pemulihan keschatan (Rehabilitatif)y yang dilaksanakan
secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Presiden
Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan
Pengelolaan Rumah Sakit Daerah, jo. Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1 Tahun 2002 maka dipandang  perlu untuk
meninjau dan menyempurnakan kembaii Susunan Organisasi dan
Tata Kerjia Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen
dengan Peraturan Daerah.



e
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0. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d -

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12
ayat (1)

Cukup jelas.

Yang termasuk dalam  kelompok jabatan
fungsional adalah dokter, anestesia, perawat,
bidan, analis kesehatan, apoteker, asisten apoteker,
sanitarium, penyuluh keschatan radiografer, teknik
elektromedis, nutrition (pengatur gizi), fisioterapis,
pekarya kesehatan.

1. Instalasi adalah penyvelengara pelaksanaan
pelayanan fungsional medis, penunjang medis
dan penunjang non medis.

Instalasi terdiri dari :

a. Instalasi Medik

(1) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas
menyelenggarakan pelayanan asuhan
medis dan asuhan keperawatan bagi
pasien rawat jalan, serta tempat untuk
pendidikan dan penelitian, serta me-
laksanakan baik intern maupun dengan
instalasi lainnya dan juga dengan unit
pelayanan kesehatan di luar rumah sakit.

(2) Instalasi Rawat Inap adalah mempunyai
tugas menyeclenggarakan  pelayanan
asuhan medis dan asuhan keperawatan
paripurna bagi pasien rawat inap, serta
tempat untuk pendidikan, peiatihan dan
penelitian,  serta melaksanakan ryjukan
baik intern maupun dengan instalasi
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jainnya dan juga dengan unit pelayanan
kesehatan diluar rumah sakit,

AAAAAAA

-
»
Newr

Instalasi Rawat Darurat mempunyai tu-
gas menyelenggarakan pelayanan asuhan
medis dan asuhan keperawatan semen-
tara serta pelayanan pembedahan darurat,
bagi pasien yang datang dengan gawat
darurat medis serta untuk pendidikan
pelatinan dan penelitian, serta melak-
sanakan rujukan, baik intern maupun
dengan insialasi lainnya dan juga dengan
unit pelavanan di luar rumah sakit.

(4) Instalasi Rawat Intensif mempunyai tu-
gas menyelenggarakan pelayanan asuhan
medis serta asuhan kerawatan pemuiihan
bagi pasien rawat jalan maupun rawat
inap yang menjalani tindakan medis
serta  menyelenggarakan  pelayanan
asuhan medis dan keperawatan secara
intensif bagi pasien dengan gawat
darurat medis.

(5) Instalasi Bedah Sentral mempunyai tu-
gas menyelenggarakan pelayanan pem-
bedahan mayor paripurna dan pelayanan
Indoskopi bagi pasicn rawai inap.

(6) Instalasi Rehabilitasi Medik  mem-
punyai tugas menyenggarakan pelayanan
rehabilitasi medik bagi pasien rawat
jalan dan rawat inap.






20

b. Instalasi penunjang medik :

LR

(1) Instalasi Radiologi mempunyai tugas
m envelcnooarakan pelavanan pemerik-
saain I mdnaguos;m guiia pc‘:i‘ﬂiﬂjdxg
pencgakan diagnosa dan penyeleng-
garaan pelayanan radio terapi bagi
pasien rawat inap, rawat jalan dan rawat

darurat.
(2) Instalasi Farmasi mempunyai tugas

menyelenggarakan kegiatan penyediaan,
racikan dan penyaluran obat, alat
kedokieran, alat kesehaian, gas medik
dan bahan kimia bagi pasien rawat jalan,
rawat darurat dan rawat inap.

(3) Insialasi  Gizi  mempunyai  lugas
menyelenggarakan perencanaan, pena-
taan dan penyediaan makanan biasa
maupun dietari serta penyalurannya bagi
pasien rawat map dan penyelenggaraan

penyuiuhan gizi serta penelitian.

(4) Instalasi Laborat mempunyai tugas
nelaksanakan kegiatan pemeriksaan di
bidang laboratorium untuk keperiuan
diagnosa dan kegiatan transfuisi darah.

c. Insialasi penunjang non medik :

(1) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah
Sakii mempunyal iugas menyeleng-
garakan kegiatan pemeliharaan dan per-
baikan sarana dan prasarana Rumah
Sakit serta perencanaan dan penclitian
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penggantian s
Rumah Sakit
pakainya.

(2) Instaiasi Pemuia
punyai tugas menyelenggarakan pela-
yanan pemuiasaraan jenasah dan pela-
vanan kedokteran forensik.

(3) Instalasi Higiene Sanitasi (kesehatan
lingkungan) miempunyai tugas menye-
lenggarakan penataan dan pembinaan
serta pengawasan lingkungan Rumah
Sakit dalam hal kebersihan House
Keeping, pengelolaan limbah (infeksius
maupun non infeksius, padat maupun
cair) serta pengendalian vektor.

2. Komite Medik adalah kelompok tenaga medis
yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf
medik fungsionai.

W

Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter
dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam
jabatan fungsional.

4. Komite Keperawatan adalah kelompok para
medis keperawatan yang Kkeanggotaannya
dipilih dari para medis keperawatan dan para
medis non keperawatan.

Pasal 13 s/d : Cukup jelas.
Pasal 18
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RUMAH SAKIT UMUM DAFRAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
KABUPATEN KEBUMEN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN
KEPALA
DEWAN PENYANTUN
|
|  SEKRETARIAT
‘ b KELOMPOK
| JADATAN FUNGSIONAL T
B N 1 ]
T' SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
FERINCANAAN KIPECAWAIAN UMUM
DAN PEMASARAN DAN HUKTM
i i
BIDANG BIDANG BIDANG
PELAY ANAN PENUNJANG KEUANGAN
MEDIK MEDIK
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
RAWAT INAP FENUNJANG MIDIX ANOGARAN DAN
— — LANSGUNG 1 MOBILISASIDANA
SUB BIDANG - SUB BIDANG SUB BIDANG
|  RAWATJALAN PENUNJANG MEDIK | VERIFIKASI DAN
TIDAK LANGSUNG AKUNTANSI
‘ SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
REKAM MEDIK PENDIDIKAN, FENE- FERBENDAIIARAAN
— 9 R U AN LITIAN DAN —
DAN RUJUKAN EVALUASI
L SUB BIDANG
KEPERAWATAN
BUPATI KEBUMEN,
itid

RUSTRININGSIH



l ‘
-

v
SIS SO RGN
"

y
¢
i
|

e\ e

e e e s e




